PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 34 TAHUN 2011
TENTANG
PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF
THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa di Jakarta, pada tanggal 4 April 2007 Pemerintah Republik
Indonesia telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik
Indonesia dengan Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja
Sama Ekonomi dan Teknik (4greement between the Government of the
Republic of Indonesia and the Government of the Arab Republic of Egypt
on Economic and Technical Cooperation), sebagai hasil perundingan
antara Delegasi-delegasi Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah
Republik Arab Mesir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,

perlu mengesahkan Persetujuan tersebut dengan Peraturan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

.. MEMUTUSKAN : ...



Menetapkan :

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

« T

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN
ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DENGAN PEME-
RINTAH REPUBLIK ARAB MESIR MENGENAI KERJA SAMA
EKONOMI DAN TEKNIK (AGREEMENT BETWEEN THE GOVERN-
MENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT ON ECONOMIC AND
TECHNICAL COOPERATION).

Pasal 1
Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dengan
Pemerintah Republik Arab Mesir mengenai Kerja Sama Ekonomi dan
Teknik (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia
and the Government of the Arab Republic of Egypt on Economic and
Technical Cooperation) yang telah ditandatangani pada tanggal 4 April
2007 di Jakarta, yang naskah aslinya dalam Bahasa Indonesia, Bahasa Arab,
dan Bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2
Apabila terjadi perbedaan penafsiran antara naskah Persetujuan dalam
Bahasa Indonesia, Bahasa Arab, dan Bahasa Inggris sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, yang berlaku adalah naskah Persetujuan dalam Bahasa

Inggris.

Pasal 3

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar. ..



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

e ¥ &

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara

Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2011
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Juni 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PATRIALIS AKBAR

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI




PERSETUJUAN

ANTARA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DENGAN

PEMERINTAH REPUBLIK ARAB MESIR
MENGEMAI KERJASAMA EKONOMI DAN TEKNIK

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Arab Mesir, selanjutnya
disebut sebagai Para Pihak;

BERKEINGINAN UNTUK memperluas dan meningkatkan hubungan bilateral
kedua negara di bidang Ekonomi dan Tcknik jangka punjang dan berkelanjutan,

MEYAKINI perlunya kerjasama yang cfektil dan berkelanjutan sesuai dengan
kepentingan kedua negara;

MENIMBANG pentingnya mendirikan sebual mekanisme untuk menindaklanjuti
proyek-proyek dan proposal kerjasaria yang telah disepakati oleh kedua negara;

MENEGASKAN KEMBALI keinginan mereka untuk memperkuat kerjasama
antara kedua ncgara;

DIDORONG oleh keinginan uniuk mermpererat hubuangan bersahabat yang tclah
terjalin dan untuk memajukan perluasan kerjasama ckonomni dan teknik antara
kedua negara ulas dasar prinsip  persamaai, saling menguntungkan  dan
menghormati kedaulatan;

MENGINGAT Persetujuan Perdagangan antara Republik Indonesia dan Republik
Arab Mesir yang ditandatangani di Kairo tan woal 23 Juni 1977,

SESUAI DENGAN hukum dan peratuan perundang-undangan yang berlaku di
negara masing-masing;

TELAI MENYETUJUI hal-hal scbagai berikut :

PASALI
TUJSUAN KERJASAMA

Para Pihak akan berupaya mengambil langkah-langkah yang dipcrlukan untuk
mendorong dan mempererat kerjasama ckonomi Gan teknik antara kedua ncgara
yang akan memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi yang saling
menguntungkan dan untuk kesejahteraan rakyat masing-masing, sesuai prioritas-
prioritas yang ditetapkan melalui kebijakan dan strategi pembangunan ckonomi dan
sosial tasing-masing negara.




PASAL Il
AREA KERJASAMA

Para Pihak akan menjajaki dan merealisasikan kemungkinan kerjasama di bidang-
bidang berikut:

1. Kerjasama di antara perusahaan-perusahaan di sektor umum dan sektor
swasta kedua negara dalam mendirikan, mengimplementasikan  dan
mendorong usaha patungan dan investasi bersama di kedua negara,

2. Persiapan untuk implementasi usaha patungan dan investast,

3. Pertukaran delegasi, tenaga-tenaga ahli dan pescrta-peserta pelatihan di
bidang-bidang yang disepakati olch para Pihak;

4. Pertukaran informasi dan dokumen-dokumen tcknis dalam bidang-bidang
terkait;

Memfasilitasi pcmberian beasiswa dalam bicang ckonomi dan tcknik

N

6. Peitukaran pandangan nicngetial riset-risct dan ujicoba di bidang ekonomi
dan teknik serta transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

7. Bidang-bidang kerjasama lain yang discpakati Para Pihak antara lain di
5 J & I c

bidang pertanian, energi, sumber daya alam, sumber daya manusia, farmasi

dan peiikanan.

PASAL I
PIHAK YANG BERWENANG

Para Pihak melalui lcmbaga terkait akan menjamin pemenuhan persyaratan yang
diperlukan bagi kerjasama ckonomi dan teknik dalam kerangka hukum dan
peraturan yang berlaku di kedua negara. ;

PASAL 1V :
PELAKSANAAN KERJASAMA

Kerjasama ckonomi dan tcknik ini harus dilaksunakan sesual .3ngan
kemampuan dan kebutuhan para Pihak dan juga syaral-syarat dan kondisi-kondisi
yang disepakati olch para Pihak. Ketentuan-ketentuan - secara rinci  yang
berhubungan dengan bentuk-bentuk dan cara-cara scrta syaral-syarat kerjasama di
bidang yang telah discpakati harus ditclapkar dalam pengaturan-pengatuian
pelaksanuan tersendiri. -




PASAL V
HAL-HAL YANG TIDAK TERCAKUP DALAM PERSETUJUAN

Dalam hal pengaturan-pengaturan, program-program atau proyek-proyek tertentu
yang dilaksanakan atas dasar Persetujuan ini akan menghasilkan hal-hal yang tidak
tercakup dalam Persetujuan ini, Para Pihak sepakat untuk membahas hal-hal
terscbut dalam pengaturan terpisah sesuai dengan peraturan di masing-masing
negara.

PASAL VI
PEMBENTUKAN KOMISI BERSAMA

1. Para Pihak sopakat untuk memanfaatkan Komisi Bersama yang dibentuk
berdasarkan Pertukaran Nota tanggal 24 Juli 1985 yang terkait dengan
Persetujuan Perdagangan yang ditandatangani tahun 1977, untuk memfasilitasi
pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Persetujuan ini;

2. Komisi Bersama akan dipimpin olch Kementerian Kerjasama Internasional
untuk Pihak Mesir dan Departemen Perdagangan untuk Pihak Indonesia. Sesi
Komisi Bersama akan diadakan di Kairo dan Jakarta, dan agenda serta tanggal

pelaksanaan sesi akau ditentukan tiga bulan sebelunmmya melalui saluran

diplomatik;

Komisi Bersama akan memiliki tugas scbugai berikut:

a. Mcnjajaki  kemungkinan-kemungkinan dan cara-cara bagi kerjasama
ckonomi dan teknik antara kedua negara, membahas langkah-langkah
pelaksanaannya serta membuat keputusan-keputusan atas usulan yang
relcvan. i

|

b. Sccara reguler meninjau ulang pelaksanaan keputusan-keputusan Kormisi
Bersama dan protokol-protokol atau kontrak-kontrak dalam bidang ekonomi
dan tcknik yang discpakati antara organisasi-organisasi dan perusahaan-
perusahaan terkait dari kedua pihak dan mendukung pelaksanaai elektif dari
kerjasama tersebut.

¢. Menguji langkah-langkah peningkatan  hubungan di antara organisasi-
organisasi ¢an perusahaan-perusahaan di bidang investasi di ;nasing-masing
negara.

4. Komisi Bersamna ini jika diperlukan dapat membeniuk panitia-panita kecil atau
kclompok-kelompok kerja untuk mencapai tujuan dari Komite Bersama melalui
asusiasi peuasihat (an ahli.



PASAL VI
DOKUMEN TEKNIS DAN PENGATURAN INFORMASI

Masing-masing Pihak menggunakan dokumentasi dan informasi teknis yang
diterima dari Pihak lain hanya untuk tujuan yang disebutkan dalam Persctujuan ini
dan tidak akan menyampaikannya kepada pihak ketiga tanpa terlebih dahulu
mempercleh persctujuan dari Pihak lain terscbut.

PASAL VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Sctiap perbedaan atau perselisihan yang mungkin timbul dari penalsiran atau
penerapan Persetujuan ini akan diselesaikan sccara bersahabat melalui konsultasi
atau negosiasi antara para Pihak.

PASAL IX
MASA BERLAKU, JANGKA WAKTU, AMANDEMEN DAN
PENGAKHIRAN PERSETUJUAN

DC‘
Para Pihak saling memberitahukan melalui  saluran diplomatik, Dbahwa
b 2 .
persyaratan  hukumn yany diperlukan bagi berlekunya Persetujuan il telah
dipenuhi.

1. Persctujuan ini akan mulai berlaku pada tunggal pemberitahuan terakhir di mana

2. Persetujuan ini tetap berlaku untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan secara
cloimatis diperpanjang untuk jangka waklu 5 (lima) tahun berikutnya, kecuali
salah satu Pihak mengakhiri Persctujuan ini dengan memberitaliukan secara
tertulis kepada Pibak lainnya sckurang-kurangnya 6 (cnam) bulan scbelumnyz,
melalui saluran diplomaiik. : 2

3. Salah satu Pihak secara tertulis dapat mengajukan amandemen terhadap
Persctujuan ini. Sct'ap amandemen yang telah disctujui olch para pihak aken

dibuat secara tertulis dan akan menjadi bagian tak terpisahkan dari Persctujuan
ini. Amandemen terscbut akan mulal berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal

ini.

4. Pengakhiran Persctijuan ini tidak akan mempengaruhi keabsahan dain masa
berlaku setiap pengaturan-pengaturan, program-progran atau proyek-proyek
yang telah disepakati atas dasar Persetujuan inl hingga selesainya pengaturan-
pengaturan, progla-progudin dan proyck-proyck tersebut.



SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, telah diberi kuasa oleh
Pemerintah masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini,

DIBUAT dalam rangkap dua di Jakarta pada tanggal 4 April 2007 dalam bahasa
Indonesia, Arab, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama.
Dalam hal terjadi perbedaan mnengenai penafsiran atas Persctujuan ini, maka naskah
dalam Bahasa Inggris yang akan berlaku.

UNTUK PEMERINTAH UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA REPUBLIK A/I*SIR

L)
\e /v
» -
5 \
Mari Elka Fangestu Fayza Aboulnaga
Menteri Perdagangan Menteri Kerjasama Internasional
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AGREEMENT
BETWEEN
THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND
THE GOVERNMENT OF THE ARAB REPUBLIC OF EGYPT
ON
ECONOMIC AND TECHNICAL COUPERATION

The Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Arab
Republic of Egypt hereinafter referred to as the two Contracting Parties;

DESIROUS of expanding and enhancing their bilateral relations in economic and
technical areas on a lasting and long-term basis;

CONVINGED of the need for long-lasting effective_cooperation in the interest of
both countries; ‘

CONSIDERING the importance of establishing a mechanism to follow up the
agreed upon projects and proposals of cooperation betwean the two countries;

CONFIRMING their interest to sirengthen cooperation between the two
countries;

GUIDED by the desire to strengthen the existing friendly relations and to promote
the expansion of economic and technical cooperation between the two countries
based on the principles of equality, mutual benefit and respect for their
sovereignty;

RECALLING the Trade Agreernent between the Republic of Indonesia and the
Arab Republic of Egypt signed in Cairo on 23" June 1977,

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in t_heir respective countries;

HAVE AGREED as follows:




ARTICLE |
OBJECTIVES OF COOPERATION

The two Contracting Parties shall take all necessary measures to promote and
strengthen the economic and technical cooperation between the two countries
that would contribute to the development of the economy for their mutual benefit
and the welfare of their respective peoples in accordance with the priorities
established by their economical and social development policies and strategies.

ARTICLE Il
AREAS OF COOPERATION

The two Contracting Parties shall explore and realize possibilities for econoimic
and technical cooperation in the following fields:

1. Cooperation arnong companies of public work sector and private sector of
both countries in establishing, implementing and encouraging joint ventures
and mutual investment in both countries; '

2. Preparatory work for the implementation of joint ventures and investment;

3. Exchange of delegations as well as experis and trainces in areas agreed
upon by the two Coriracting Parties;

4. Exchange of information and technical docurmnents in related fields;

5. Facilitale in granting scholarship in economic and technical tields;

6. Exchange of views on economic and technical researches and experimental
work and transfer of science and technology;

7. Any other cooperation as may be rutually agreed upon by the two
Contracting Parties such as agriculiure, energy, natural resources, human
resources, pharmaceutical and fisheries. - ] 0

ARTICLE lli
COMPETENT AUTHORITI:S

The two Contracting Parties shail ensure through the relevant organizations, the
fulfillment - of the requirements needed - for tie economic and technical
cooperation within the fearnework of laws and 1egulations in force in both

countries.




ARTICLE IV
IMPLEMENTATION OF COOPERATION

The economic and technical cooperation shall be conducted in accordance with
the capabilities and requirements of the two Contracting Parties as well as with
the terms and conditions to be agreed upon between the two Contracting Parties.
The detailed provisions relating to the forms and methods as well as to the
conditions of such cooperation in the agreed areas shall be laid down in separate
implementing arrangements.

ARTICLE V
ISSUES NOT COVERED BY THE AGREEWMENT

In case specific arrangements, programs cf projects, implemented under this
Agreement may result in issues that are not covered in the present Agreement,
the two Contracting Parties agree to discuss such issues in separale
arrangemenls in accordance with their respective legislations.

' ARTICLE VI
ESTABLISHMENT OF A JOINT COMMISSION

1 ‘Ihe two Conliacling Pariies agiee to eniploy the Joint Coimrnission
established under the Exciiange of Noles dated 24" July 1985 relaled to the
Trade Agreement signed in 1977 to facilitate the implementation of the
Provision of this Agreement. :

9 The said Joint Commission presided by the Ministty cof International
Cooperation for the Egyptian side and the Ministry of Trade for the
Indonesian side. The sessions of the Joint Commission will be held in Cairo
and Jakarta, and the agendum and convincing dates of the sessions will be
fixed three months in advarice through the diplomatic.channels.

4 Fhe Joint Coramission shall-iulfill tne followirtyg funclic, s:

a. To explure the possiblliies and ways for the economic and technical
cooperation between the two countries, deliberate on the rneasures for
its implementation and make decision on relevant proposals.

b. To regularly review the implementation of the decisions of the joint
commission and the protocols or contracts in tha ¢eonomic and technical



fields concluded hetween the relevant organizations and corporations of
both parties and promote their effective implementation.

c. To examine means of fostering relations among relevant organizations
and investment epterprises of each country.

4. The Joint Commission may establish sub-c'om'mittee -or Working groups to
fulfill the aims of the Joint Committee by the association of other advisers
and experts if needed

ARTICLE VI
TECHNICAL DOCUMENTS AND INFORMATION ARRANGEMENTS

Each Contracting Party uses the technical documentation and information
received from other Contracting Party only for the purposes specified in this
Agreement and shall not disclose them to any third party without the prior
consent of the other Contracting Party.

ARTICLE VI
SETTLEMENT OF DISPUTE

Any difference vor dispuie ihat rnay arise out from the interpretation or
application of the provisions of this Agreement shall be settled amicably through
consultation oi negotiation between the two Coniracting Parties. '

ARTICLE IX
ENTRY INTO FORCE, DURATION, AMENDMENT AND TERMINATION

4. This Agreement shall come into force on the date of the last wriiten
notification by which the two Contracting Parties inform each other through
diplomatic channels, that the legal requirements necessary for its entry into

force have been fulfilled.

2. The Agreement shall remain. in force for a period of 10 (ten) years and shall
be automatically remain extended for subsequent periods of 5 (five) year
each, unless either Contracting Party terminates it by giving written
nolification to either Contracting Party at least 6 (six) months in advancl of its
termination, througi diplomatic channels. .-... e )




3. Either Contracting Party may request in writing amendment of this
Agreement. Any such amendment agreed upon by the two Contracting
Parties shall be made in writing and it shall become an integral part of this
Agreement. Such amendment shall enter into force as specified in this Article.

4 The termination of this Agreement shall not affect the validity and duration of
any arrangements, programs, or projects agreed upon in conformity with this
Agreement until the completion of those arrangements, programs or projects.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their
respective Governments, have signed this Agreement.

DONE in duplicate in Jakarta on this fourth day of April in the year two thousand
and seven, in the Indonesian, Arabic and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence of the interpretation of this Agreement,

the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT FOR THE GOVERNMENT
OF THE OF THE
REPUBLIC OF INDONESIA ARAB REPUBLIC OF EGYPT

HE. Fayza‘Abou!naga

H.E. Mdri Exka Pangestu
inister of International Cooperation

Minister of Trade

-



